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ABSTRACT 
Otonomi daerah merupakan instrumen konstitusional yang 

dirancang untuk mendukung demokratisasi lokal dalam kerangka 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis pengaturan dan pelaksanaan otonomi daerah dalam 
perspektif hukum tata negara serta menelaah tantangan yuridis dan 
empiris yang memengaruhi efektivitasnya dalam mewujudkan 
demokrasi lokal yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. 
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan 
pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan empiris melalui 
kajian literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif 
otonomi daerah telah memiliki landasan konstitusional yang kuat, 
namun dalam praktik masih dihadapkan pada dominasi elite lokal, 
lemahnya akuntabilitas, serta ketimpangan kapasitas kelembagaan 
daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan hukum 
tata negara yang menegaskan mekanisme pengawasan, partisipasi 
publik, dan keseimbangan kewenangan pusat dan daerah agar 
otonomi daerah benar-benar berfungsi sebagai instrumen 
demokratisasi lokal. 
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PENDAHULUAN 

Otonomi daerah merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan 
negara demokratis yang berlandaskan prinsip desentralisasi kekuasaan. Dalam 
konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, otonomi daerah tidak hanya 
dimaknai sebagai pelimpahan kewenangan administratif dari pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah, melainkan juga sebagai instrumen konstitusional untuk 
mendekatkan kekuasaan kepada rakyat. Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan 
pengakuan terhadap pemerintahan daerah yang berwenang mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan. Ketentuan ini mencerminkan kehendak konstitusi untuk menciptakan 
tata kelola pemerintahan yang demokratis, partisipatif, dan responsif terhadap 
kebutuhan masyarakat lokal. 

Secara teoritis, otonomi daerah memiliki korelasi erat dengan konsep 
demokratisasi lokal, yaitu proses penguatan demokrasi di tingkat subnasional 
melalui partisipasi warga, akuntabilitas pemerintah daerah, dan keterbukaan 
pengambilan keputusan publik. Kajian empiris yang dilakukan oleh Rondinelli, 
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Cheema, dan Nellis (1983) menunjukkan bahwa desentralisasi mampu 
meningkatkan kualitas demokrasi apabila disertai dengan mekanisme pengawasan 
dan partisipasi masyarakat yang efektif. Dalam konteks hukum tata negara, otonomi 
daerah menjadi instrumen penting untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat 
secara lebih substantif, tidak semata-mata prosedural. 

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pasca reformasi mengalami 
perkembangan signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
1999 yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Reformasi regulasi 
tersebut mencerminkan upaya negara untuk menata ulang relasi kekuasaan antara 
pusat dan daerah guna memperkuat demokrasi lokal. Studi empiris oleh Hadiz 
(2010) menunjukkan bahwa desentralisasi di Indonesia telah membuka ruang 
kompetisi politik lokal yang lebih luas, meskipun masih dihadapkan pada tantangan 
oligarki dan politik patronase. 

Demokratisasi lokal melalui otonomi daerah juga tercermin dalam 
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung. Pilkada langsung 
merupakan manifestasi konkret dari prinsip demokrasi konstitusional yang 
memberikan hak kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya di tingkat lokal. 
Penelitian Aspinall dan Sukmajati (2016) menunjukkan bahwa pilkada langsung 
meningkatkan partisipasi politik warga dan memperkuat legitimasi pemerintahan 
daerah, meskipun dalam praktiknya masih terdapat problematika seperti politik 
uang dan konflik elektoral. 

Dari perspektif hukum tata negara, otonomi daerah berfungsi sebagai 
mekanisme pembatasan kekuasaan (checks and balances) dalam struktur negara 
kesatuan. Dengan adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan 
daerah, konsentrasi kekuasaan dapat diminimalisasi. Studi empiris oleh Faguet 
(2014) di berbagai negara berkembang menunjukkan bahwa desentralisasi politik 
mampu meningkatkan akuntabilitas pemerintah lokal ketika masyarakat memiliki 
akses yang memadai terhadap proses pengambilan keputusan. 

Namun demikian, implementasi otonomi daerah tidak selalu berbanding lurus 
dengan penguatan demokrasi lokal. Beberapa kajian empiris, seperti yang dilakukan 
oleh Mietzner (2015), menunjukkan bahwa desentralisasi di Indonesia justru 
memunculkan fenomena “local strongmen” yang menguasai politik daerah melalui 
jejaring kekuasaan informal. Hal ini menunjukkan bahwa desain kelembagaan 
otonomi daerah harus dikawal dengan kerangka hukum yang kuat agar tidak 
menyimpang dari tujuan demokratisasi. 

Aspek partisipasi masyarakat menjadi indikator utama keberhasilan otonomi 
daerah sebagai instrumen demokratisasi lokal. Penelitian oleh Smith (2009) 
menegaskan bahwa demokrasi lokal yang sehat ditandai oleh keterlibatan aktif 
warga dalam perencanaan pembangunan, pengawasan kebijakan, dan evaluasi 
kinerja pemerintah daerah. Dalam konteks Indonesia, mekanisme seperti 
musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) menjadi sarana institusional 
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untuk mewujudkan partisipasi tersebut, meskipun efektivitasnya masih beragam 
antar daerah. 

Selain partisipasi, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip penting 
dalam demokrasi lokal. Studi empiris oleh Fox (2015) menunjukkan bahwa 
keterbukaan informasi publik di tingkat daerah berkontribusi signifikan terhadap 
pengurangan praktik korupsi dan peningkatan kepercayaan publik. Dalam 
perspektif hukum tata negara, hal ini sejalan dengan prinsip good governance yang 
menjadi roh penyelenggaraan otonomi daerah. 

Desentralisasi fiskal sebagai bagian dari otonomi daerah juga memiliki 
implikasi terhadap demokratisasi lokal. Penelitian oleh Shah dan Thompson (2004) 
mengungkapkan bahwa kewenangan fiskal yang memadai memungkinkan 
pemerintah daerah merespons kebutuhan masyarakat secara lebih efektif. Namun, 
tanpa pengawasan yang kuat, desentralisasi fiskal justru berpotensi menimbulkan 
penyalahgunaan anggaran di tingkat lokal. 

Dalam konteks Indonesia, ketimpangan kapasitas kelembagaan antar daerah 
menjadi tantangan serius bagi demokratisasi lokal. Studi empiris oleh World Bank 
(2018) menunjukkan bahwa daerah dengan kapasitas birokrasi yang lemah 
cenderung mengalami kegagalan dalam mewujudkan pemerintahan yang 
demokratis dan akuntabel. Oleh karena itu, penguatan kapasitas institusional 
pemerintah daerah menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan otonomi daerah. 

Hukum tata negara berperan strategis dalam mengarahkan otonomi daerah 
agar tetap berada dalam koridor konstitusi. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi 
terkait hubungan pusat dan daerah menunjukkan adanya upaya menjaga 
keseimbangan antara desentralisasi dan keutuhan negara. Kajian empiris oleh Butt 
dan Lindsey (2012) menegaskan bahwa peran lembaga yudisial sangat penting 
dalam mencegah penyimpangan kewenangan daerah yang berpotensi merusak 
demokrasi. 

Demokratisasi lokal melalui otonomi daerah juga berkaitan erat dengan 
perlindungan hak asasi manusia di tingkat lokal. Penelitian oleh Crook dan Manor 
(1998) menunjukkan bahwa pemerintahan lokal yang demokratis cenderung lebih 
responsif terhadap perlindungan hak-hak warga. Dalam kerangka hukum tata 
negara, hal ini memperkuat argumentasi bahwa otonomi daerah bukan sekadar 
kebijakan administratif, melainkan instrumen konstitusional untuk menjamin hak 
konstitusional warga negara. 

Berbagai kajian empiris tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan otonomi 
daerah sebagai instrumen demokratisasi lokal sangat bergantung pada desain 
kelembagaan, kualitas kepemimpinan lokal, serta partisipasi masyarakat. Otonomi 
daerah tidak dapat dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk 
mewujudkan demokrasi yang lebih substantif di tingkat lokal. Tanpa penguatan 
nilai-nilai demokrasi, otonomi daerah berisiko melahirkan desentralisasi kekuasaan 
yang bersifat elitis. 
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Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai otonomi daerah sebagai 
instrumen demokratisasi lokal dalam perspektif hukum tata negara menjadi sangat 
relevan dan mendesak. Analisis yang komprehensif diperlukan untuk menilai 
sejauh mana kerangka hukum otonomi daerah mampu mendorong demokrasi lokal 
yang partisipatif, akuntabel, dan berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan 
hukum tata negara dan penyempurnaan kebijakan otonomi daerah di Indonesia. 
 

Metode Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada 

kajian norma hukum dan prinsip ketatanegaraan yang mengatur otonomi daerah di 
Indonesia. Penelitian ini tidak menggunakan data empiris, melainkan menelaah 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan dengan 
topik kajian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan 
digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 serta undang-undang yang mengatur pemerintahan 
daerah. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep otonomi 
daerah, desentralisasi, dan demokratisasi lokal dalam perspektif hukum tata negara. 
Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder. Bahan hukum primer berupa UUD 1945 dan undang-undang terkait 
otonomi daerah, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan 
hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode 
deskriptif-analitis. 
 
Pembahasan 
1. Pengaturan otonomi daerah dalam kerangka hukum tata negara Indonesia 

sebagai instrumen demokratisasi lokal 
Pengaturan otonomi daerah dalam kerangka hukum tata negara Indonesia 

berakar kuat pada konstitusi, khususnya Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan konstitusional 
tersebut menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan 
pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Dalam perspektif hukum tata 
negara, pengaturan ini mencerminkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal 
(vertical separation of powers) yang bertujuan untuk mencegah sentralisasi kekuasaan 
sekaligus memperkuat kedaulatan rakyat di tingkat lokal. Studi empiris oleh Butt 
dan Lindsey (2012) menunjukkan bahwa desain konstitusional otonomi daerah di 
Indonesia secara normatif telah memberikan dasar yang cukup kuat bagi 
berkembangnya praktik demokrasi lokal, meskipun masih menghadapi tantangan 
implementasi. 
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Lebih lanjut, pengaturan otonomi daerah sebagai instrumen demokratisasi 
lokal diwujudkan melalui pembentukan undang-undang sektoral, khususnya 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-
undang ini mengatur pembagian urusan pemerintahan, hubungan keuangan pusat 
dan daerah, serta mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan 
daerah. Dalam konteks demokratisasi lokal, regulasi tersebut memberikan ruang 
bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Penelitian empiris oleh Faguet (2014) 
menunjukkan bahwa kerangka hukum desentralisasi yang jelas dan konsisten 
berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan responsivitas pemerintah lokal 
terhadap kebutuhan masyarakat. 

Namun demikian, pengaturan hukum otonomi daerah tidak selalu berbanding 
lurus dengan praktik demokratisasi lokal yang ideal. Sejumlah kajian empiris 
mengungkapkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas empiris di 
lapangan. Hadiz (2010) dalam studinya menemukan bahwa desentralisasi di 
Indonesia justru membuka ruang bagi konsolidasi kekuasaan elite lokal yang 
menghambat partisipasi masyarakat secara substantif. Hal ini menunjukkan bahwa 
pengaturan hukum tata negara mengenai otonomi daerah masih menghadapi 
tantangan struktural, terutama dalam memastikan bahwa kewenangan yang 
diberikan kepada daerah benar-benar digunakan untuk memperkuat demokrasi 
lokal, bukan sekadar memindahkan pusat kekuasaan dari elite nasional ke elite 
lokal. 

Selain itu, peran lembaga-lembaga negara, khususnya Mahkamah Konstitusi, 
menjadi elemen penting dalam menjaga agar pengaturan otonomi daerah tetap 
sejalan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum. Putusan Mahkamah 
Konstitusi terkait sengketa kewenangan pusat dan daerah mencerminkan upaya 
menjaga keseimbangan antara desentralisasi dan keutuhan negara kesatuan. Kajian 
empiris oleh Mietzner (2015) serta Aspinall dan Sukmajati (2016) menunjukkan 
bahwa stabilitas demokrasi lokal sangat dipengaruhi oleh konsistensi penegakan 
hukum dan kepastian konstitusional dalam penyelenggaraan otonomi daerah. 
Dengan demikian, pengaturan otonomi daerah dalam kerangka hukum tata negara 
Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai dasar administratif pemerintahan, tetapi 
juga sebagai instrumen normatif strategis untuk mendorong dan melindungi proses 
demokratisasi lokal. 

 
 
 
 

2. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia mampu mendorong terwujudnya 
demokratisasi lokal yang partisipatif, transparan, dan akuntabel 

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia secara normatif dirancang untuk 
mendorong demokratisasi lokal melalui penguatan partisipasi masyarakat, 



 
Jurnal Manejemen, Akuntansi  dan Pendidikan (JAMAPEDIK)  

Volume 2, Number 3, 2025 

Page; 324 - 334 

DOI: 10.59971/jamapedik.v2i3.420  

 
 

329 
 
 

transparansi pemerintahan, dan akuntabilitas penyelenggara negara di tingkat 
daerah. Dengan diberikannya kewenangan luas kepada pemerintah daerah, 
diharapkan pengambilan keputusan publik menjadi lebih dekat dengan warga serta 
lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Kajian empiris yang dilakukan oleh 
Faguet (2014) menunjukkan bahwa desentralisasi politik dapat meningkatkan 
kualitas demokrasi lokal apabila pemerintah daerah memiliki ruang kebijakan yang 
nyata serta mekanisme pertanggungjawaban yang efektif kepada masyarakat. 
Dalam konteks Indonesia, kebijakan otonomi daerah pasca reformasi telah 
membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas, terutama melalui pemilihan 
kepala daerah secara langsung dan forum-forum partisipatif seperti musyawarah 
perencanaan pembangunan (musrenbang). 

Namun demikian, efektivitas otonomi daerah dalam mendorong demokratisasi 
lokal masih menunjukkan hasil yang beragam antar daerah. Penelitian Aspinall dan 
Berenschot (2019) mengungkapkan bahwa meskipun pilkada langsung 
meningkatkan keterlibatan politik warga, praktik politik patronase dan klientelisme 
masih kuat mewarnai proses demokrasi lokal. Hal ini berdampak pada terbatasnya 
kualitas partisipasi yang bersifat substantif, karena partisipasi sering kali didorong 
oleh kepentingan pragmatis, bukan kesadaran politik warga. Dari sudut pandang 
hukum tata negara, kondisi ini menunjukkan bahwa desentralisasi kewenangan 
belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan etika konstitusional dan budaya 
demokrasi di tingkat lokal. 

Aspek transparansi dan akuntabilitas juga menjadi indikator penting dalam 
menilai sejauh mana otonomi daerah mendorong demokratisasi lokal. Studi empiris 
oleh Fox (2015) menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik di tingkat lokal 
berkontribusi signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah dan 
pengawasan oleh masyarakat sipil. Di Indonesia, penerapan Undang-Undang 
Keterbukaan Informasi Publik telah mendorong peningkatan transparansi di 
sejumlah daerah, namun penelitian Lewis (2017) menunjukkan bahwa kapasitas 
birokrasi yang lemah dan rendahnya komitmen elite lokal masih menjadi hambatan 
utama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang akuntabel. Kondisi ini 
mengindikasikan bahwa demokratisasi lokal tidak hanya bergantung pada regulasi, 
tetapi juga pada kualitas implementasi dan penegakan hukum. 

Lebih lanjut, kajian empiris Hadiz (2010) dan Mietzner (2015) menyoroti 
munculnya fenomena oligarki lokal sebagai konsekuensi tidak langsung dari 
otonomi daerah di Indonesia. Desentralisasi kewenangan yang tidak diiringi dengan 
sistem pengawasan yang kuat berpotensi melahirkan konsentrasi kekuasaan di 
tangan elite lokal, sehingga tujuan demokratisasi justru terdistorsi. Hal ini 
menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah baru mampu mendorong 
demokratisasi lokal secara prosedural, namun belum sepenuhnya mencapai 
demokrasi substantif yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, 
dalam perspektif hukum tata negara, diperlukan penguatan kerangka normatif dan 
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institusional agar otonomi daerah benar-benar berfungsi sebagai instrumen 
konstitusional untuk memperdalam demokrasi lokal. 

 
3. Tantangan dan hambatan yuridis maupun empiris dalam pelaksanaan 

otonomi daerah sebagai instrumen demokratisasi lokal di Indonesia 
Tantangan yuridis dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai instrumen 

demokratisasi lokal di Indonesia terutama berkaitan dengan ketidakkonsistenan 
pengaturan perundang-undangan antara pusat dan daerah. Meskipun UUD NRI 
Tahun 1945 memberikan landasan konstitusional bagi otonomi daerah, dalam 
praktiknya masih ditemukan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014. Kajian empiris yang dilakukan oleh Butt dan Lindsey (2012) 
menunjukkan bahwa sentralisasi kembali sejumlah kewenangan strategis melalui 
undang-undang sektoral telah melemahkan ruang diskresi pemerintah daerah dan 
berpotensi mengurangi makna otonomi sebagai sarana demokratisasi lokal. Kondisi 
ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada rendahnya 
efektivitas pemerintahan daerah dalam merespons aspirasi masyarakat. 

Selain tantangan yuridis, hambatan empiris yang signifikan adalah lemahnya 
kualitas demokrasi lokal akibat dominasi elite politik daerah. Penelitian Hadiz (2010) 
dan Mietzner (2015) secara empiris mengungkapkan bahwa desentralisasi di 
Indonesia justru melahirkan oligarki lokal yang menguasai institusi politik dan 
ekonomi daerah. Fenomena ini menyebabkan proses demokrasi lokal, seperti 
pemilihan kepala daerah dan perumusan kebijakan publik, cenderung dikendalikan 
oleh kepentingan elite, bukan oleh kehendak rakyat. Akibatnya, otonomi daerah 
belum sepenuhnya mampu menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat, 
melainkan sering kali hanya memindahkan praktik kekuasaan yang tidak 
demokratis dari tingkat pusat ke tingkat lokal. 

Tantangan empiris lainnya terletak pada rendahnya partisipasi masyarakat dan 
lemahnya mekanisme akuntabilitas di tingkat daerah. Meskipun secara normatif 
telah tersedia instrumen partisipatif seperti musyawarah perencanaan 
pembangunan (musrenbang), berbagai studi menunjukkan bahwa partisipasi 
tersebut masih bersifat formalistik. Faguet (2014), dalam kajian perbandingan 
desentralisasi di negara berkembang, menemukan bahwa demokratisasi lokal hanya 
efektif apabila warga memiliki kapasitas dan akses nyata untuk memengaruhi 
pengambilan keputusan. Di Indonesia, keterbatasan literasi politik, ketimpangan 
sosial-ekonomi, serta minimnya transparansi kebijakan daerah menjadi penghambat 
utama terwujudnya demokrasi lokal yang substantif. 

Di sisi lain, tantangan struktural berupa lemahnya kapasitas kelembagaan 
pemerintah daerah juga menjadi faktor penghambat otonomi daerah sebagai 
instrumen demokratisasi lokal. Studi empiris oleh World Bank (2018) menunjukkan 
bahwa banyak pemerintah daerah belum memiliki sumber daya manusia, sistem 
birokrasi, dan tata kelola keuangan yang memadai untuk menjalankan 
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kewenangannya secara demokratis dan akuntabel. Ketimpangan kapasitas antar 
daerah ini berdampak pada kualitas demokrasi lokal yang tidak merata. Dalam 
perspektif hukum tata negara, kondisi tersebut menegaskan bahwa keberhasilan 
otonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh kerangka normatif, tetapi juga oleh 
kesiapan institusional dan budaya demokrasi di tingkat lokal. 

 
4. Peran hukum tata negara dalam menjaga keseimbangan antara desentralisasi 

kewenangan daerah dan prinsip negara kesatuan demi keberlangsungan 
demokrasi lokal 

Peran hukum tata negara dalam menjaga keseimbangan antara desentralisasi 
kewenangan daerah dan prinsip negara kesatuan merupakan isu sentral dalam 
penyelenggaraan demokrasi lokal di Indonesia. Sebagai negara kesatuan, Indonesia 
tidak menganut pembagian kedaulatan antara pusat dan daerah, sehingga seluruh 
kewenangan pemerintahan daerah pada hakikatnya bersumber dari konstitusi. Pasal 
18 UUD NRI Tahun 1945 menjadi dasar konstitusional yang menegaskan bahwa 
otonomi daerah diberikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Kajian empiris oleh Butt dan Lindsey (2012) menunjukkan bahwa hukum tata 
negara berfungsi sebagai instrumen pengendali agar desentralisasi tidak 
berkembang menjadi fragmentasi kekuasaan yang mengancam integrasi nasional, 
sekaligus memastikan ruang demokrasi lokal tetap terbuka melalui pengakuan 
kewenangan daerah. 

Dalam praktiknya, hukum tata negara memainkan peran penting melalui 
pengaturan pembagian urusan pemerintahan, mekanisme pengawasan, serta relasi 
kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan contoh konkret bagaimana 
hukum berupaya menyeimbangkan kebutuhan desentralisasi dengan kontrol 
negara. Studi empiris oleh Faguet (2014) menunjukkan bahwa desentralisasi yang 
diatur secara jelas dalam kerangka hukum nasional cenderung menghasilkan 
pemerintahan lokal yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan 
masyarakat. Namun, tanpa batasan konstitusional yang tegas, desentralisasi justru 
berpotensi melahirkan penyalahgunaan kewenangan oleh elit lokal yang mereduksi 
nilai-nilai demokrasi. 

Selain melalui legislasi, peran hukum tata negara juga diwujudkan melalui 
fungsi pengujian konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan-putusan MK 
terkait kewenangan daerah, pemilihan kepala daerah, dan pembatalan perda 
bermasalah menunjukkan bagaimana hukum berfungsi sebagai penyeimbang antara 
aspirasi demokrasi lokal dan kepentingan nasional. Penelitian empiris oleh Mietzner 
(2015) menegaskan bahwa intervensi yudisial yang berbasis konstitusi diperlukan 
untuk mencegah dominasi “local strongmen” yang kerap muncul dalam konteks 
otonomi daerah. Dengan demikian, hukum tata negara tidak hanya bersifat 
normatif, tetapi juga berfungsi korektif dalam menjaga kualitas demokrasi lokal. 
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Lebih jauh, hukum tata negara berperan strategis dalam menjamin 
keberlangsungan demokrasi lokal melalui perlindungan hak konstitusional warga 
negara di tingkat daerah. Penelitian oleh Crook dan Manor (1998) serta Fox (2015) 
menunjukkan bahwa demokrasi lokal akan berkembang secara berkelanjutan 
apabila terdapat kepastian hukum, mekanisme akuntabilitas, dan partisipasi publik 
yang dijamin oleh kerangka hukum nasional. Dalam konteks Indonesia, hukum tata 
negara menjadi penopang utama agar otonomi daerah tidak hanya berorientasi pada 
efisiensi pemerintahan, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak demokratis warga. 
Oleh karena itu, keseimbangan antara desentralisasi dan prinsip negara kesatuan 
melalui instrumen hukum tata negara merupakan prasyarat mutlak bagi 
terwujudnya demokrasi lokal yang stabil, inklusif, dan berkeadilan. 
 
5. Arah penguatan pengaturan otonomi daerah yang ideal dalam perspektif 

hukum tata negara untuk mendukung demokratisasi lokal di Indonesia ke 
depan 

Penguatan pengaturan otonomi daerah yang ideal dalam perspektif hukum 
tata negara harus berangkat dari penegasan kembali tujuan konstitusional 
desentralisasi, yaitu untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara nyata di tingkat 
lokal. Otonomi daerah tidak cukup dipahami sebagai distribusi kewenangan 
administratif, tetapi harus ditempatkan sebagai instrumen demokratisasi yang 
menjamin partisipasi, akuntabilitas, dan perlindungan hak konstitusional warga 
negara. Kajian empiris Faguet (2014) menunjukkan bahwa desentralisasi hanya 
efektif dalam mendorong demokrasi lokal apabila kerangka hukumnya secara 
eksplisit mengatur mekanisme kontrol rakyat terhadap pemerintah daerah. Dalam 
konteks Indonesia, hal ini menuntut penguatan norma hukum yang memastikan 
keterlibatan publik dalam perumusan kebijakan daerah serta pengawasan yang 
efektif terhadap penggunaan kewenangan otonom. 

Arah penguatan pengaturan otonomi daerah juga harus menitikberatkan pada 
harmonisasi hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kajian 
empiris oleh Buehler (2010) dan Hadiz (2010) mengungkapkan bahwa lemahnya 
desain hukum relasi pusat–daerah di Indonesia telah membuka ruang bagi elite 
lokal untuk mengonsolidasikan kekuasaan secara eksklusif, yang justru 
menghambat demokratisasi lokal. Oleh karena itu, dari perspektif hukum tata 
negara, diperlukan pengaturan yang lebih tegas mengenai batas-batas kewenangan 
daerah, mekanisme supervisi pusat yang konstitusional, serta peran lembaga 
yudisial dalam menyelesaikan konflik kewenangan. Penguatan ini penting agar 
otonomi daerah tidak berkembang menjadi desentralisasi kekuasaan yang lepas dari 
prinsip checks and balances. 

Selanjutnya, penguatan pengaturan otonomi daerah yang ideal harus 
diarahkan pada peningkatan kualitas demokrasi lokal melalui penegasan prinsip 
akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah. Studi empiris oleh Fox (2015) 
menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dan mekanisme akuntabilitas sosial di 
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tingkat lokal berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan 
penurunan praktik korupsi. Dalam kerangka hukum tata negara, hal ini menuntut 
integrasi prinsip good governance secara normatif dalam regulasi otonomi daerah, 
termasuk penguatan peran DPRD, lembaga pengawas, serta jaminan akses publik 
terhadap informasi dan proses pengambilan keputusan di daerah. 

Akhirnya, arah penguatan pengaturan otonomi daerah ke depan harus 
mempertimbangkan penguatan kapasitas kelembagaan dan demokrasi partisipatif 
di tingkat lokal. Kajian empiris World Bank (2018) menunjukkan bahwa daerah 
dengan kapasitas birokrasi yang lemah dan minim partisipasi publik cenderung 
gagal memanfaatkan otonomi daerah untuk tujuan demokratisasi. Oleh karena itu, 
hukum tata negara perlu memberikan kerangka normatif yang mendorong 
pembangunan kapasitas pemerintah daerah sekaligus memperluas ruang partisipasi 
warga secara bermakna. Dengan demikian, otonomi daerah tidak hanya menjadi 
instrumen legal-formal, tetapi benar-benar berfungsi sebagai sarana konstitusional 
untuk memperdalam demokrasi lokal dan memperkuat legitimasi negara 
demokratis di Indonesia. 
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